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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, Kabupaten
Bandung Barat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Roni Al Rachman, S.H. dan
Candra Iswanto, S.H., M.H. advokat/penasihat
hukum pada kantor hukum Roni Al Rachman &
Partners yang beralamat di JI. Campaka No.
35, Cimareme, Bandung Barat, dengan alamat
elektronik: rounizuki@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 25 September
2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
nomor 1406/K/2024 tanggal 3 Oktober 2024,
sebagai Penggugat;

melawan
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. Kabupaten

Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada

tanggal 3 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor

2537/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Akta
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan || Kabupaten
Bandung Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Nikah Nomor:
I ictongoal 13 Maret 2017 dengan mas kawin berupa
perhiasan mas 17 (tujuh belas) gram;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sejak awal
menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Kol
I <-bupaten Bandung Barat, dan telah bergaul
baik selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

2.1 |
i

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, Tergugat punya pekerjaan namun Tergugat tidak
pernah terbuka dalam memberikan nafkah ekonomi hasil kerjanya terhadap
Penggugat yang mana kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu tidak
tercukupi. Penggugat tidak pernah meminta dan tidak pernah tahu upah

dari hasil kerja Tergugat, yang ada ketika Tergugat berhenti bekerja pada
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tahun 2019, utang Tergugat besar dan berada dimana-mana, hal ini
menjadi beban terhadap Tergugat, namun begitu Penggugat sering sabar
dan menjalaninya sebagaimana layaknya seorang istri, sering memberikan
nasihat baik namun malah percekcokan yang diterima dan membuat
keadaan rumah tangga yang makin tidak harmonis, bersikap acuh dan tidak
peduli, selain itu percekcokan yang terus menerus juga berdampak pada:

a. Tidak adanya pemberian nafkah ekonomi terhadap Penggugat yang
pada akhirnya Penggugat bekerja untuk ikut membantu perekonomian
keluarga;

b. Tidak adanya tanggungjawab terhadap pendidikan anak;

c. Banyaknya utang Tergugat yang malah menjadi beban bagi Penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2022
dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya diam-diam tanpa izin di
kala Penggugat sedang bekerja dan tidak ada di rumah. Pada awal Agustus
2022 sempat pulang ke rumah Penggugat hanya untuk menjatuhkan talak
secara di bawah tangan saja. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi
bertemu Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus
Tahun 2022 dan tidak bersatu lagi sampai dengan sekarang.

5. Bahwa sebelumnya Penggugat sering berusaha untuk mempertahankan
rumah tangga, dengan harapan Tergugat mau pulang kembali dan
mengubah kebiasaan buruknya namun Tergugat masih tetap pada
pendiriannya. Tergugat pergi meninggalkan istrinya ke rumah orang tuanya
o |
B <-bupaten Cianjur, sedangkan Penggugat masih tinggal
di rumah orang tuanya sampai hari ini bersama anak kandungnya.

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat susah menjalin komunikasi
dengan Tergugat begitu pula dengan kewajiban Tergugat yang tidak pernah
lagi diberikan nafkah lahir maupun bathin sampai dengan hari ini.

7. Bahwa sebagai manusia, Penggugat tidak tahan dengan kondisi tersebut

sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan, maka
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oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan
yang terbaik.

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan musyawarah
untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun
tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak
merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga
dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap
dipertahankan  hanya akan menimbulkan  kemadaratan yang
berkepanjangan.

10. Bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun

2022 Rumusan C Hukum Kamar Agama huruf b:
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan
bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama
minimal 6 (enam) bulan.”

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon
dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis
Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat (I GTGcTcNG)
terhadap Penggugat (I

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai wakil’lkuasanya meskipun menurut surat
panggilan (relaas) Nomor 2537/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka
sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali
menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: | | I tanggal 13 Maret
2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan ||, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi
Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. .
|
I, <-bupaten Bandung Barat,

di depan sidang mengaku sebagai Teman Penggugat, di bawah
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sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2017 yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orangtua Penggugat;

— Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita
Penggugat, dan saksi melihat langsung antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah
lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja, selain itu
Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga terlilit
hutang serta Tergugat tidak terbuka prihal penghasilannya kepada
Penggugat;

— Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah
keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan
layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

2. |

.
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Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai saudara

sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2017 yang lalu;

— Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orangtua Penggugat;

— Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

— Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2019, keharmonisan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita
Penggugat, dan saksi melihat langsung antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

— Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang
mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat
bekerja, selain itu Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan
Penggugat hingga terlilit hutang serta Tergugat tidak terbuka prihal
penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2022 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama
dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi
absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui
e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara
a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik
berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
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Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut melalui surat tercatat sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1)
HIR jis. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
363/KMA/SK/XI11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada
kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan
Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah
memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat
Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima
Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan
Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
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dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim
berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan
oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang
dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat
telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam
selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan karena tidak adanya pemberian nafkah ekonomi
terhadap Penggugat yang pada akhirnya Penggugat bekerja untuk ikut
membantu perekonomian keluarga, selain itu tidak adanya tanggungjawab
terhadap pendidikan anak, kemudian banyaknya utang Tergugat yang malah
menjadi beban bagi Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Januari 2022,
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan,
selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak
dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di

persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya
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itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus
dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah
melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang
perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran
materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang
telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam
pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka
sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P),
telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang
sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum
untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan orang
yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR.,
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun

2019, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut
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disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat sehingga Penggugat bekerja, selain itu Tergugat berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat hingga terlilit hutang serta Tergugat tidak terbuka
prihal penghasilannya kepada Penggugat dan saksi kedua Penggugat
menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat kurang
mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja, selain
itu Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga terlilit hutang
serta Tergugat tidak terbuka prihal penghasilannya kepada Penggugat dan
Tergugat jarang pulang yang mana keterangan tersebut diketahui hanya
melalui cerita Penggugat, maka keterangan tersebut hanya berkualitas sebagai
testimonium de auditu dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga
penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak
terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran tidak terbukti,
namun Para saksi Penggugat mengetahui berdasarkan penglihatan serta
pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Januari 2022 dan selama berpisah keduanya tidak
berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan
keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08
Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan
saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat
hukum (rechts gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau
alasan hukum (vreem de oorzaak) dari akibat hukum tersebut mempunyai
nilai’kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan
saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang
tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat
testimonium de auditu sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti

Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
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— Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis,
karena pada bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat
tinggal;

— Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan
kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama lebih dari 2
(dua) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling
mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak
dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan
kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal
bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari
konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam
segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka
pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada
kategori madlarat (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan
setiap madlarat harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

SN g e
Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh
membahayakan orang lain.”

Menimbang, bahwa kaidah ushul figh yang dalam hal ini diambil

sebagai pendapat majelis hakim:
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N3z paal)
Artinya:  “Sesuatu yang membahayakan (madhorat) harus

dihindarkan/dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu,
dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam,
talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (| ) terhadap
Penggugat (I

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Rasmi Nindita,
S.H.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.l., M.H. dan Rivaldi
Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi

kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
dto

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Khoirun Nisa, S.H.l., M.H. Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto
H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 20.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp 50.000,00
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- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
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